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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hasil evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah provinsi di Indonesia periode 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki hasil EKPPD dan hasil 

ELAKIP yang terdata di Kemendagri dan Kemenpan-RB yaitu sebanyak 33 provinsi, dimana 

seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh 

KemendagrI dan dari hasil ELAKIP provinsi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB. Metode 

analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif selama beberapa tahun untuk melihat tren 

yang terjadi dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan 

menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment . 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian 

besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2 (dua). 2) Hasil EKPPD 

Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011, dan meningkat 

kembali di tahun 2013. 3) Jumlah provinsi dalam evaluasi LAKIP oleh Kemenpan-RB di 

tahun 2012 meningkat menjadi 33 provinsi dibandingkan tahun 2011 yang hanya berjumlah 

30 provinsi. 4) Skor kinerja yang diperoleh Pemerintah provinsi atas ELAKIP setiap tahun 

meningkat dan jumlah provinsi yang memperoleh skor yang baik tersebut juga selalu 

meningkat. 5) Terdapat hubungan yang rendah dengan arah hubungan positif antara variabel 

hasil EKPPD dengan variabel hasil ELAKIP Pemerintah Provinsi di Indonesia. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan kepada 1) Seluruh pemerintah provinsi 

terutama provinsi Bali, Papua, dan Maluku Utara agar dapat terus memperbaiki kualitas 

laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsinya. 2) Seluruh pemerintah provinsi, 

terutama provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat agar 

terus memperbaiki penerapan SAKIP dan capaian kinerja provinsinya untuk lebih 

meningkatkan hasil evaluasi atas LAKIP di tahun-tahun berikutnya. 3) Pemerintah provinsi 

D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur Jawa Timur, Kalimantan selatan, Jawa Tengah, Sumatera 

Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi 

Utara diharapkan agar dapat meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja 

sehingga tahun berikutnya mendapat skor ELAKIP yang lebih baik lagi. 4) KemenPAN-RB 

dan Kemendagri perlu melakukan koordinasi dan integrasi sistem pelaporan 

pertanggungjawaban kinerja ini, sehingga nantinya laporan yang dihasilkan akan lebih 

sejalan, dan kinerja yang dihasilkan juga akan lebih konsisten. 
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Abstrak 

Analysis Of Relationship Between The Evaluation Result Of Management Performance 

Of Local Government And The Evaluation Result Of Accountability Report 

Performance Of The Provincial Government Institution In Indonesia 

By 

Widya Sari Wendry 

This study aims to determine the relationship between the evaluation results of the 

management performance of local government and the evaluation results of the acountability 

reports performance of government institutions in Indonesia bettween 2011-2013. The 

population in this study were all provincial governments in Indonesia, which has the result of 

EKPPD and ELAKIP recorded in Kemendagri and Kemenpan-RB as many as 33 provinces, 

where the entire population is the study sample. The data used in this research is secondary 

data obtained from the provincial EKPPD conducted by Kemendagri and from the results 

conducted by the provincial ELAKIP conducted by Kemenpan-RB. Methods of data analysis 

of this research is descriptive analysis for several years to see the trend happening and the 

relationship between these two variables by using correlation analysis using Pearson Product 

Moment Correlation. 

The results showed that: 1) The EKPPD of Provincial Government mostly already 

reached a high category which is above two (2). 2) The results of the EKPPD of provincial 

government decreased in 2012 as compared to 2011, and increased again in 2013. 3) The 

number of provinces in the LAKIP evaluation by Kemenpan-RB increased in 2012 to 33 

provinces compared to 2011 which was only 30 provinces. 4) The ELAKIP Performance 

scores obtained by provincial government every year is increasing and the number of 

provinces that received a good score is also constantly increasing. 5) There is a low 

correlation with the direction of a positive relationship between the outcome variable of 

EKPPD and ELAKIP variable results of Provincial Government in Indonesia. 

Based on the results, we expected to 1) All of The provincial government, especially 

the province of Bali, Papua, and North Maluku to continue to improve the quality of their 

Provincial Governent Management Performance Reports. 2) All of The provincial 

governments, especially the province of Gorontalo, West Sulawesi, North Maluku, Papua and 

West Papua to continue to improve the SAKIP implementation and their province 

perfomance achievements to further improve the evaluation results of LAKIP in subsequent 

years. 3) The provincial government of DI Yogyakarta, East Kalimantan, East Java, South 

Kalimantan, Central Java, South Sumatra, Riau, Aceh, Bangka Belitung, West Kalimantan, 

North Sulawesi to improve the collection and processing data system performance in order to 

receive a better ELAKIP score in subsequent years. 4) Kemenpan-RB and Kemendagri need 

to do coordination and integration of these performance accountability reporting system, so 

that reports generated will be more consistent, and the performance resulted would also be 

more consistent. 
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